
SALINAN

BI'PATI KTDIRI
PROVNSI JAWA TIMUR

PERATI'RAX BI'PATI KEDIRI
NOMOR 2 TAHUI{ 2O2O

TEITTANG
PERHITI,'ITGAN KEMAilPUAIT KEUATGAIC DAERAH SEBAGN DASAR PEITENT'I'AIT

BESARAIY TI'NJANGAIT KOUI'ITINASI IIITEITSIT BAGI PIMPINAN DPRD DAIY
AN(XX)TA DPRI', TI'I{JANGAI{ RESES BAGI PIMPINAIT DPRD DAN AI{GiGOTA

DPRD, DAN DANA OPERASIOIIAL BAGI KBIUA DPRD DAIC WAI(IL I(ETUA DPRI)
TAHUI{ AIYGGARAIY 2O2O

DENGAI{ RAHMAT TT'IIAN YANG MAIIA ESA

Menimbang : a.

BT'PATI NEDIRI,

bahwa untuk mel,aksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahun 2017 tentarg Pengelompokan Kemampuan Keuangal Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional dan sesuai Nota

Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanegal 4 September 2019 Nomor

9OOl24l8/418.51/2O19 perihal Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

untuk Menetapkan Besaran Tlrujalgan Komunikasi Intensif dal Tunjangan Reses

untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil
Ketua DPRD Tahun 202O serta Berita Acara tanggal 30 September 2Ol9 Nomor

9OO 12967 l4l8.5ll20l9 tentang Rapat Pembahasan Perhitungan Kemampuan

Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Ttrnjangan Komunikasi

Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan

DPRD dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil
Ketua DPRD pada Tahun Anggaran 2O2O, perlu mengatur Perhitungan

Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran T\rnjangan

Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses

bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan Darra Operasional bagr Ketua DPRD

dal Wakil Ketua DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaeaimana dimaksud dalam huruf a perlu

menetapka-n Peraturan Bupati tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan

Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran Tunjangal Komunikasi Intensif bagi

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Tahun Anggaran 2O2O;

b.



Mengingat : 1.

2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebngaimana telah diubah

dengan Undang-Undalg Nomor 2 Tahun 1965 t€ntang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daera-h Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O1;

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangal Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor

82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebaqaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta_mbahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telatr diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan

Administmtif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O67, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6O57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangal
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Delnm ]g6gsri Nomor 2l Tahun 2Ol1 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 201I Nomor 310);

Peraturan Menteri Dnlam llsgsri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daera} (Elerita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

2O36) sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republ-ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri [qlqrn l{sgsri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O67);

Peraturan Menteri Dalrm Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Talun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2Ol7 terrtanlg Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8,

Tambahan tembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 159);

Menetapkan

UE UTUSKAII :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN

KOMUMKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, DAN

DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD TAHUN

ANGGARAN 2O2O.

BAB I
I(ETEilTUAT I'UUU

Persl 1

Dalam Peraturan Bupati ini yalg dimaksud dengan :

l. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adal,ah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kedid.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD

Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten

Kediri sesuai dengan ketentuan peratumn perundang-undangan.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasilikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok

Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formul,a sebagai dasar

penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensq tunjangan reses dan dana operasional

pimpinan DPRD.

10.

11.

12.

13.

14.

2.
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5. T\rnjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikal setiap bulan untuk peningkatan

kine{a kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan

DPRD dan Anggota DPRD;

7. Dana Operasional Fimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adaleh dana yang diberikan

setiap bulan kepada Pimpinal DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan

dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan Lain guna melancarkan p€lalsanaan tugas

ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

8. Angga-ran Pendapatan dal Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adatrah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
PERIIITUTGAT XEUAUPUAII XEUATGA.II DATRAH

Parat 2

(1) Penentuan kelompok KemAmpuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran

pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaim6l6 dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli

daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimalsud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dart tunjangan

serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pa.at 3

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran

2O2O merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran

yang direncanakan yaitu Tahun Anggaral 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
A*o-o. 1 Tahun 2019 tentalg Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pe.d 4
Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :

I . Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp.1.839.376.5a6336,62 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis :

1) PendapatanPajakDaerah Rp.265.267.313.670,79

2) Hasil Retribusi Daerah Rp. 32.834.519.991,80

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkar Rp. 8.396.015.368,47

4) l,ain-lain PAD yang sah Ro. 170.407.159.786.56

Jumlah realisasi Pendapa.tal Asli Daerah Rp. 476.905.0Oa.aL7,62

b. Dana bagi tmsil pajal</bagi hasil

bukan pajak Rp. 137.139.936.519,00

c. Dana alokasi umum Rp.1.225.331.641.00O.00

Juml,ah Pendapatan Umum Daerah Rp.1.839.376.586.336,62



2. Belarja Pegawai sebesar Rp. 1.006.889.398.743,00 terdiri dari:

a. Belanja Gaji dan tunjangan terdiri dari :

1) Gaji pokok

2) Tunjangan Keluarga

3) Tunjangan jabatal struktural

4) Tunjangan jabatan fungsional

5) Tunjangan fungsional Umum

6) Tunjangan beras

7) Tunjangan PPh Pasal 2l
8) Pembulatan gaji

9) Iuran BPJS Kesehatan

10) Uang duka/wafat

11) Iuran Jnminan Kecelakaal Kerja

12) Iuran Jaminaa Kematian

Jumlah belanja gaji dan tunjangan

b. Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari :

1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

2) Tambahan penghasilan Guru PNS Daerah

3) Tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi

Guru PNSD

4) Tambahan Penghasilan Khusus Camat

Jumlah tambahan Penghasilan

Jumlah belanja Pegawai (a+b)

Rp. 543.8 18.s48.360,0o

Rp. 50.6O2.426.1r 1,0O

Rp. 7.020.750.O00,0O

Rp. 40.706.659.O00,0O

Rp. 6.053.565.260,0O

Rp. 25.013.650.740,OO

Rp. 453. 122.881,00

Rp. 6.710.793,00

Rp. 15.274.919.382,OO

Rp. 0,00

Rp. 1.112.906.369,00

Ro. 4.354.746.337.0O

Rp. 694.418.OO5.233,00

Rp. 55.431.818.s15,00

Rp. 835.500.0O0,OO

Rp. 255.8O5. 162.500,OO

Rp. 398.912.495.00

Rp. 3L2.47 t.393.510,00

Rp. 1.006.889.398.743,00

,r13. Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah sebesar

Rp.1.839.376.5A6336,62 (satu triliyun delapan ratus tiga puluh sembilan milyar iga ratus

tujuh puluh glam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah

enam puluh dua sen) dikurangi Belalja Pegawai sebesar Rp.1.006.889.398.743,00 (satu

triliyun enam milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh

delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yaitu sebesar Rp. 832.487.1a7.593,62

(delapan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus delapa.n puluh tujuh juta seratus delapan

puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupial enam puluh dua sen)'

Pa.d 5

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 832.487.1A7.593,62 (delapan ratus

tiga puluh dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima

ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh dua sen) berada di atas Rp.55O.0OO.O0O.000 (Lima

Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) sehingga masuk pada kelompok kemampuan keuangan daerah

tinggi.

5
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BAB Itr
BDSARAII TUTJAXGAI XOUUXIXASI ITTETSIF

Pe$l 6
(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimsns dimaksud dalam Pasal I angka 5, besarannya

dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5, besaran

tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri

sebesar 7 (tujuh) kali uang repres€ntasi Ketua DPRD.

BAB TlI

BESARAII TI'II.'ATGAII RDSEA

Pg.d 7

,-(1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, besarannya dihitung

berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keualgal Daerah sebagaimana dimaksud delam Pas,al 5, besaran

Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebesar 7 (tujuh)

kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB V

BESARAII DATA OPERASIOTAL PIUPII|AT DPRD

Paral 8

(f) Darra operasional pimpinan DPRD sebagaimala dimaksud dalam Pasral 1 angka 7, besaramya

dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

{2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5, besaran

dana operasional pimpinan DPRD Kabupaten Kediri sebesar :

a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil

Ketua DPRD.

BAA VI

PELAI(SAITAAN DAIT PERTAITGGUITGT,AWABAT

Pa.st 9

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota

DPRD, tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD, dan dana operasional bagi ketua

DPRD dal wakil ketua DPRD berdasarkal ketentuan peraturan perundalg-undangal.
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BAB VU

TETETTUAT PETUTI'P

Per.l lO
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2020.

Agar setiap oraag mengetahuinya, memerintahlan pengundangal Peraturan Bupati Kediri ini

dengan penempatannya dalqm Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 29 - 1-2O2O

BI'PATI KEDIRI,

ttd
IIARYATTI SUTRISTO

Diundangkan di Kediri
Apada tanggal 29 - | -2O2O

STXRTTARIS DAERAII XABI'PATEIT KEDIRI,

ttd
DEDE AUJAXA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.N, SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Ke sejahteraan Rakyat

Hukum

Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 l0r0


